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TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mengukur kinerja dalam 

mencapai tujuan dan sasaran strategis 

perlu disusun Indikator Kinerja U:ama 

Mahkamah Agung; 

b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah 

C. 

Agung Nomor 192/KMA/SK/Xl/2O~6 

tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja 

Utama Mahkamah Agung Rep-.1blik 

Indonesia perlu dilakukan perubahan; 

bahwa berdasarkan pertim bangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung tentar:g 

Penetapan Indikator Kinerja Utarr:a 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaima::a 

telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, teraktir 

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tat.- .. m 

2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nom::>r 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua aas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat 

Mahkamah Agung; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2005 tent2.:1g 

Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renc2-11a 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasior:al 

Tahun 2020-2024; 

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2015 ten tang Organ isas i dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaria:an 

Peradilan; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/9M.Pft_~~/ 

5/2007 ten tang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUi~G 

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA. 

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, 

Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evah::.asi 

capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis Mahk1mah Agung Republ ik Indonesia 

Tahun 2020-2024. 

Menetapkan dan memberlakukan In d ikator 

Kinerja Utama Mahkamah Agung dengan 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian t idak 

terpisahkan dari keputusan ini. 



KETIGA 
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan 1m, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 16 Juni 2021 

HKAMAH AGUNG 
ONESIA, 

,/ 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Para W akil Ketua Mahkamah Agung; 
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung; 
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan 

Mahkamah Agung; 
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan 

Mahkamah Agung. 



NO 

1. 

SASARAN 
KINERJA 

Terwujudnya 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel. 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONES IA 
NOMOR 120 /KMA/SK/VI/2021 
TANGGAL: 16 Juni 2021 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

a. Persentase 
perkara yang 
dise lesa ikan tepat 
waktu. 

b. Persentase 
putusan yang 
menggunakan 
pendekatan 
keadi lan restoratif 
di Mahkamah 
Agung. 

Catatan: 

PENJELASAN 

jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu X lOO%i 
Jumlah Perkara yang ctiselesaikan 

• Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 
214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 lentang 
Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung 

• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang 
Penyelesaian Per karR di Pengadilan Tingkat Pe rtama dan 
Tingkat Banding Pada 4 (Empa t) Lingkungan Peradilan 

• Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 
214/KMA/SK/Xll/2014 pada point 1 s.d point 7 

• Perkara yang diselesaikan lepat waktu menggunakan 
informasi jangka waktu penyelesaian pada SI PP 

Perkara yang d iselesaikan dengan restoratif lQO0/c 
Perkara yang diajukan untuk restoratif X O 

Catatan: 
• Tepat perkara pidana yang diselesaikan dengan 

pendcko.ta rcGtoratif dalam perkara pidana Anak, 
pidana ringan pidana Narkotika dan PBH 
(perempuan berhadapan dengan Hukum) 
penyelesaian perkara rnelalui keadilan restoratif 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Panitera 
Mahkamah 
Agung dan 
Dirjen Badan 
Peradilan 

Dirjen Sadan 
Peradilan 
Umum 

SUMBER 
DATA 

Laporan 
Bu lanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 

Laporan 
Bu lanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 



NO 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

c. Pers entase 
perk a ra ya ng 
Tidak 
Meng aj uk a n 
Up aya Hukum 
• Banding 
• Kasasi 
• Peninjauan 

Kembali 
d. Persentase 

perkar a a nak 
yang diselesaikan 
dengan Diversi. 
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PENJELASAN 

m e liputi: t indak pid a n a ring a n (an ca m an pidana 
paling lama 3 bulan) dengan denda Rp.2.500.000,), 
p e r e mpu an ya n g berhadapan dengan Hukum (PBH), 
perkar a pidana anak (belum berumur 18 tahu n) 

• SK Direktur Je nderal Badan Peradilan Umum Nomor 
1691 /D JU /SK/PS.00/ 12/2020 tentang Pedo man 
Penerapan Restoratif Justice di Lin gkungan Peradi lan 
Um um 

Catatan : 

Juml ah Perk ara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100 % 
Juml ah Perkara yang dipu tu s 

Berdasa rk a n kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal l 
angka 12, upaya hukum ada la h hak ter dakwa atau penuntut 
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa 
perlawanan atau banding 

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi lOOD/c 
Juml ah Perkara Pidana Anak X 

0 

Catatan' 
Pengertian Diversi menu rut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Si.stem Peraclili=m Pt>ner1rlilr1n Anr1k r1rlr1lr1h pt>ner1lihr1n 
penye lesaian perk ara anak dari proses peradilan pidana ke pros es 
di luar peradilan pidana 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Panitera 
Mahakamah 
Agung dan 
Dirj en S ada n 
Peradilan 

Dirjen 
Ba dilum 

SUMBER 
DATA 

Lap ora n 
Bulanan 
dan 
La p oran 
Ta hun an 

Laporan 
Bul an a n 
d an 
Lapor a n 
Tah un an 



NO 

2. 

SASARAN 
KINERJA 

Peningkatan 
Efektivitas 
Penge lolaan 
Penye lesa ian 
Perkara. 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

e. Ind ex persepsi 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan. 

a. Persentase 
sa lin an putusan 
yang telah di 
min u tasi / dikirim 
kan ke 
pengadilan 
pengaju tepat 
waktu. 

b. Per sen ta se 
sa lin an putusan 
yang dikirim ke 
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PENJELASAN 

I Index Kepuasan Pencari Keadilan I 
Catatan : 
• PERMENPAN Nomor 14 Tah u n 20 17 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publ ik 

• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval !KM 
Index harus ~ 80 

Jumlah Salin .. n Pulusan yang di minutasi/dikirim T epal vvaktu x 100% 

Jumlah kese lu ruhan yang di minutasi/cl iki rim 

Catatan : 
• Tepat waktu sesuai SK KMA 214/KMA/SK/Xl l/2014 tentang 

Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung 
• Minutasi adalah proses pcnyusunan putusan yang d ilakukan 

oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan 
konsep, koreksi dan pcnandatanganan putusan, pembuatan 
dan pengiriman salina n putusan bese rt a publik asi putusan 

Juml ah Salin an Putusan yang d ikir im Tepat Waktu x 100% 

(um lah Putusan 

Catatau: 
• Untuk Pen gad ilan Tk Pertama disampaikan kepada para pih ak 
• SEMA 2 Tahu n 2014 pada Tk Banding dan Tk Pe r tama 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Di1jen Sadan 
Peradilan dan 
Kepala Sadan 
Urusan 
Admi n ist rasi 

Panitcra 
Mahkamah 
Agung 

Dirjen S adan 
Peradilan 

SUMBER 
DATA 

Laporan 
Semesteran 
, Sulanan 
dan 
Tahunan 

Laporan 
Sulanan 
dan 
Laporan 
Tahunan 

Lap oran 
Sul anan 
dan 
Lapor an 
Tahun a n 
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NO 
SASARAN JNDJKATOR 

PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER 
KINERJA KINERJA UTAMA JAWAB DATA 

µa1 a µiliak. lepal • Jumlah putuann ndo loh pcrlmrn minutnm yang sudnh 

waktu. cliputus/ dikirim kan 

c. Perscntase Jumlah Pcrkilra yang disclcsaikan mclalui Mcdiasi 
X 1000/o 

Dirjen Sadan Laporan 
perkara yang Jumlah Pcrkara ya ng dilakukan Mecliasi Peradilan Tahunan 
diselesaikan Catatan: 
melalui mediasi. PERMA Nomor I Tahun 2016 ten tang Proseclur Mcdiasi di 

Pengadilan 

3. Meningkatnya a. Persentase Jum lah Perkara Prod et' yang Diselesaikan Dirjen Sadan Laporan 
Akses perkara prodeo Jumlah Perkara ynng dinjuknn secarn Prodeo 

X 100 % Peradilan Bulanan 
Perad ilan bagi ya n g diselesaikan. dan 
Masyarakat Catatan : Laporan 
Miski n dan • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tcnlang Pedoman Pemb erian Tahunan 
Terpinggirkan. Layanan Hukum Bag i Masyarakat ticlak mampu di Pengaclilan 

• Definisi prodco sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pecloman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat lidak 
mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara 

• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian 
prodeo 

b. Per sen tase Juml ah Perkara yg Disclesaikan cliluar Gedung Pengadilan Dirjen Badan Laporan 
perkar a ya ng Jml Perkara yg cliajukan Diselesaikan d iluar Gedung Pengadilan 

X ]0 0% 
Peradilan Bul anan 

diselesaik a n Catatan: dan 
rllluar gedung • PERMA Nomor 1 Tahun 20 14 Pedoman Pemberi an Layanan Laporan 
pengadilan. Hukum Bagi Masyarakat t1dak mampu di Pengadilan Tahunan 



NO 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

c. Persenlase 
perkara 
perm oh on an 
( Voluntair) 
idenlitas hukum. 

d. Per sen tase 
pencar i kea dilan 
golongan tert entu 
yang mendapat 
lay:=m::=in hHntuan 
hukum 
(Posbakum). 
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PENJELASAN 

• Diluar gedung Pengadi lan ada lah Perkara yang Diselesaikan 
diluar gedu ng Pengadilan (zetting plaatz, s idang keliling maupun 
gedung-gedu ng lainnya) 

Jum lah Perkara Volunteer lde nti tas Hukum ya ng dise lesai kan 
000 

Jumlah Per kara Volunteer lde nti tas Huk um yang diajukan x 
1 

1/o 

Catatan: 
• PERMA Nomo r 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling Pengadilan Negeri dan Pengad ilan Agama/ Mahkamah 
syaria h da lam rangka penerbitan ak ta perkawinan, buku nikah 
dan ak ta kelahiran. 

• SEMA 3 Ta h un 20 I 4 ten tang Tata Carn Pe lay a nan dan 
peme rik asaan perkara Volunt eer isb at nikah da lam pelayanan 
te rp adu. 

• ldentitas 1-lukum : Ora ng atau Anak yang status hukumnya tidak 
jelas. 

• S idang Terpadu Sidang yang melibatkan Pengadilan, 
Keme nt er ian Agama dan Dinas Kependudukan Catalan Sipil. 

Catatan: 

Jumlah Pe nca ri J<eadilan Golongan Tertentu yang 
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukurn 
Jumlah pennoho11 an lnymwn huktwi 

X 100% 

• PP-RMA Nomor 1 Ta hun 20 14 tenta n g Pedoman Pemberian 
Laya nan Hukum l>agi Mas ya takal TiJak Ma 111µu di rengad1lan 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Dirjen Badan 
Peradi lan 
Agama 

Dirj en Badan 
Pera dilan 

SUMBER 
DATA 

Laporan 
Bulanan 
dan 
Lap ora n 
Tahunan 

Laporan 
Bul anan 
dan 
Laporan 
Tahunan 
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NO 
SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

PENANGGUNG SUMRER 

KINERJA KINERJA UTAMA JAWAB DATA 
• Golongan lerlenlu atlalali seliap 01 a11g alau kelu111pok orang yang 

tuidak mampu secara ekonomi clan alau tidak memiliki akses 
pada infomasi konsultasi hukum ya ng memerlukan laya nan 
hukum 

• Jumlah layanan hukum aclalah jumlah pencari keadilan yang 
terdaftar pada register Posbakum 

4. Meningkatnya Persentase putusan )umlah Putusan Perkara Perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan Dirj en Bad an Laporan 

Kepatuhan perkara perdata dan permohonan eksekusi d.in jumlah pekara yang berh asi l di eksekusi X 100% Peradilan Bulanan 

Terhadap TUN yang 
]umlah Putusan Perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT dan 

Putusan ditindaklanjuti Catatan: Laporan 

Pengad ilan . ( dieksekusi). • BI-IT : Berkekuatan 1-1 ukum Teta p Tahunan 
• Putusan yang clitindaklanjuti = perk ara permohonan e ks ekus i 

ya ng dapat dilaks a n aka n, perkara ya ng sudah inkrah clan tidak 
diaiukan per mohonan eksekusi 

~ITM'qH AGUNG 
ESIA, 

/ 


